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ABSTRACT 

This study aims to explore the implementation of tax reform, especially in the service sector at the Tax 
Service Office. This study was using a descriptive method that uses a qualitative study approach with a 
research setting at the Denpasar Middle Tax Service Office. The researcher as the key instrument 
collected the data himself through documentation and interviews with informants. The results of this 
study was to indicate that tax reform, especially in the service sector, provides a positive implementation 
of tax revenue and taxpayer compliance. The availability and validity of the data filled in by the 
Taxpayer makes it easier for the DGT to supervise the Taxpayer, in addition to simplifying the reporting 
of SPT, the ease of reporting through an online basis, and convenient facilities that can increase the 

voluntary compliance of the taxpayer. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi implementasi reformasi perpajakan terutama di 
bidang pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang 
menggunakan pendekatan studi kualitatif dengan setting penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Denpasar. Peneliti sebagai instrument kunci mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi dan 
wawancara dengan para informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan 
terutama di bidang pelayanan, memberikan implementasi positif terhadap penerimaan pajak dan 
kepatuhan Wajib Pajak. Ketersediaan dan validitas data yang diisi oleh Wajib Pajak memudahkan DJP 
melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak, selain itu penyederhanaan pelaporan SPT, kemudahan 
pelaporan melalui basis online, fasilitas yang nyaman mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib 
Pajak. 

Kata Kunci: pajak; reformasi perpajakan; pelayanan; penerimaan pajak; kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN 

Pembangunan di suatu negara harus 

berjalan berkesinambungan untuk 

meningkatkan kesejahteraan seluruh 

rakyatnya. Agar tujuan pembangunan 

tersebut dapat direalisasikan, tentunya 

harus didukung oleh pembiayaan yang 

cukup memadai. Pajak adalah sumber 

utama penerimaan dan pembiayaan bagi 

negara. Karena melalui uang pajak, Negara 

bisa menjalankan roda pemerintahan, 
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melaksanakan pembangunan di setiap 

sektor dan meningkatkan kesejahteraan 

seluruh rakyat Indonesia (Mardiasmo, 

2011). Dalam APBN tahun 2018, sektor 

perpajakan menjadi penyumbang terbesar 

yang berkontribusi sekitar 85,42%. Hal ini 

menjadi bukti bahwa penerimaan dari 

sektor pajak merupakan hal penting dalam 

menjalankan pemerintahan di Indonesia, 

dan penerimaan dari sektor perpajakan 

mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Berikut adalah tabel penerimaan 

nasional Tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018. 

Tabel 1. Penerimaan Nasional Tahun 2014-2018 

 

Sumber: https://www.bps.go.id 

Pemerintah Indonesia sudah 

seharusnya memaksimalkan pendapatan 

negara dari sektor pajak, mengingat begitu 

besarnya peran pajak, salah satunya dengan 

cara memaksimalkan pendapatan negara 

dengan diberlakukannya sistem 

pemungutan pajak (Widyantari, 2017). 

Abimanyu (2013) menerangkan bahwa 

reformasi perpajakan adalah suatu 

perubahan yang mendasar di segala aspek 

perpajakan. Sedangkan Mokoagow et al 

(2021) menjelaskan bahwa 

diberlakukannya self assesment system 

dalam pelaporan pajak mampu memberikan 

kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak 

sehingga memiliki arti penting dalam 

membayar pajak, dimana kesadaran dan 

kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak 

merupakan faktor terpenting dalam 

pelaksanaan sistem tersebut menjadi 

penting (Waluyo, 2014; Pamawa et al, 

2021). Dengan adanya Reformasi 

Perpajakan yang dijalankan pemerintah, 

diharapkan kesejahteraan rakyat dan 

kemandirian bangsa dapat diwujudkan. Hal 

ini akan terwujud apabila penerimaan 

negara dari sektor pajak terus meningkat. 

Pada tanggal 20 Desember 2016, Tim 

Reformasi Perpajakan secara resmi 

dibentuk agar menjadi suatu tim dalam 

institusi yang dipercaya publik, andal dan 

kredibel serta mampu untuk melaksanakan 

tugas dengan lebih baik lagi sesuai dengan 

konstitusi dan Undang-Undang. Kantor 
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Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar 

memiliki karakteristik khusus yaitu 

melayani Wajib Pajak badan 

hukum/perusahaan yang memiliki 

penghasilan cukup besar di wilayah 

Propinsi Bali. Pada tahun 2017, target 

penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Denpasar adalah sebesar Rp 5,2 triliun 

dengan realisasi sebesar Rp 4,18 triliun atau 

80,10%, sedangkan pada tahun 2018 target 

penerimaan pajak adalah sebesar Rp5,315 

Triliun dengan realisasi sebesar Rp 4,62 

triliun atau sebesar 86,90 %. Tingkat rasio 

kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2017 

adalah sebesar 100,42 %. Sedangkan pada 

tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 

112,67 %. Potensi penerimaan pajak dari 

berbagai sektor usaha terutama akomodasi 

dan pariwisata seiring dengan kondisi 

ekonomi di Propinsi Bali adalah cukup 

besar. Tetapi fenomena yang terjadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar 

dalam kurun waktu 2 tahun ini adalah rasio 

kepatuhan Wajib Pajak cenderung naik 

akan tetapi target penerimaan pajak tidak 

pernah tercapai. Target dan realisasi 

penerimaan pajak KPP Madya Denpasar 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Denpasar 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 
Target 3.195.482 4.733.452 5.523.546 5.222.491 5.315.814 
Realisasi 3.193.157 4.040.920 3.946.706 4.188.065 4.623.610 
Capaian 99,93% 85,37% 71,78% 80,19% 86,98% 
Realisasi Pertumbuhan 21,39% 26,55% -1,89% 5,63% 10,405 
Target Pertumbuhan 21,48% 48,24% 36,69% 31,72% 26,935 

Penelitian Sumardjito (2012) 

menunjukkan hasil yang belum optimal 

dalam pelaksanaan Reformasi Perpajakan 

di Indonesia. Sehingga memunculkan 

beberapa masukan terhadap 

penyempurnaan pelaksanaan reformasi 

perpajakan. Penelitian Ria (2016) 

menunjukkan bahwa meningkatkan 

kompetensi SDM aparatur adalah strategi 

yang harus menjadi prioritas untuk 

keberhasilan reformasi birokrasi. Setelah 

itu diikuti dengan membuat suatu sistem 

pengawasan yang berbasis masyarakat, 

memperbanyak sistem secara online dan 

meningkatkan tingkat kesejahteraan 

pegawai pajak. Sedangkan Deni (2015) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan kinerja Direktorat 

Jenderal Pajak dalam aspek reformasi 

birokrasi serta peningkatan. Namun 

penelitian ini mengambil fokus pada 

pelaksanaan Reformasi Perpajakan tahap 

ketiga yang telah berjalan kurang ebih 

selama tiga tahun terutama pada bidang 

pelayanan penerimaan pajak dan kepatuhan 

Wajib Pajak, kendala serta strategi yang 

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Denpasar sebagai ujung tombak 

pelaksanaan Reformasi Perpajakan di 

Wilayah Propinsi Bali. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong sebagai 

penelitian kualitatif deskriptif untuk 

menggambarkan suatu keadaan yang 

menjadi titik berat penelitian melalui 

analisis induktif (Suprijanto & Arikunto, 

2016; Moleong, 2012), dengan pendekatan 

studi kasus tanpa melakukan rekayasa 

situasi (Rahardjo, 2017). Data primer 
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diperoleh dari hasil wawancara, sementara 

untuk data sekunder dari dokumen yang 

dipublikasikan oleh institusi Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. Dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

partisipan penuh (complete participant) dan 

mengungkapkan jati dirinya sebagai 

peneliti di setting penelitian. Informan pada 

penelitian ini adalah: Kepala Kantor KPP 

Madya Denpasar, Kepala Seksi, Account 

Representative Pengawasan, Account 

Representative Pelayanam, Petugas 

Pelayanan Help Desk, Petugas Pelayanan 

dan Wajib Pajak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian ini dapat 

ditunjukkan gambaran bagaimana 

pelaksanaan reformasi perpajakan terutama 

di bidang pelayanan pajak tersebut 

memberikan implementasi terhadap 

penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib 

Pajak. Selain itu, ditemukan juga faktor 

yang menjadi kendala serta strategi dalam 

upaya mengatasi kendala pelaksanaan 

reformasi perpajakan terutama di bidang 

pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Denpasar. Dari hasil penelitian 

dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan 

reformasi perpajakan terutama di bidang 

pelayanan mampu memberikan kontribusi 

positif untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. Hasil temuan penelitian tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh dari Wajib Pajak 

akan semakin cepat tersedia dan valid 

karena tidak lagi melewati proses 

perekaman data sehingga data yang 

dilaporkan sesuai dengan yang diisi 

oleh Wajib Pajak. Data tersebut akan 

membantu proses pengawasan 

terhadap Wajib Pajak dalam ketentuan 

pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

Pengelolaan data yang semakin baik, 

memudahkan DJP melakukan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak, 

sehingga apabila ada kekeliruan dan 

kekurangan pembayaran pajak, DJP 

dapat lebih cepat mengetahui dan 

meminta klarifikasi kepada wajib 

pajak, sehingga penerimaan pajak juga 

dapat semakin optimal. 

2. Wajib Pajak mendapatkan pelayanan 

dan dapat melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan lebih murah, 

lebih cepat dan lebih baik. Hal tersebut 

memberikan kepercayaan dan 

kepuasan kepada Wajib Pajak yang 

dapat menimbulkan itikat baik Wajib 

Pajak untuk lebih patuh terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakannya 

diwujudkan dengan kenaikan 

pembayaran pajak, meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan pembayaran 

pajak secara sukarela.  

3. Implementasi pelaksanaan reformasi 

pelayanan perpajakan di KPP Madya 

Denpasar dapat meningkatkan 

kemampuan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak. Hal tersebut terlihat 

dari kemudahan dalam aturan validasi 

surat setoran pajak, percepatan surat 

keterangan fiskal, percepatan restitusi 

pengembalian pendahuluan yang mana 

untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak 

agar tetap stabil dengan begitu akan 

berpengaruh dengan penerimaan pajak 

yang meningkat.  

Data yang diperoleh dari Wajib Pajak 

akan semakin cepat tersedia dan valid 

karena tidak lagi melewati proses 

perekaman data sehingga data yang 

dilaporkan sesuai dengan yang diisi oleh 

Wajib Pajak. Data tersebut akan membantu 
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proses pengawasan terhadap Wajib Pajak 

dalam koridor pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Pengelolaan data yang semakin baik, 

memudahkan DJP melakukan pengawasan 

terhadap Wajib Pajak, sehingga apabila ada 

kekeliruan dan kekurangan pembayaran 

pajak, DJP dapat lebih cepat mengetahui 

dan meminta klarifikasi kepada wajib 

pajak, sehingga penerimaan pajak juga 

dapat semakin optimal dan meningkat 

(Pu’o et al, 2018). Sehingga pelaksanaan 

reformasi perpajakan terutama di bidang 

pelayanan mampu memberikan kontribusi 

positif untuk meningkatkan penerimaan 

pajak di KPP Madya Denpasar.   

Wajib Pajak mendapatkan 

pelayanan dan dapat melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan lebih 

murah, lebih cepat dan lebih baik. Hal 

tersebut memberikan kepercayaan dan 

kepuasan kepada Wajib Pajak yang dapat 

menimbulkan itikad baik Wajib Pajak 

untuk lebih patuh terhadap pemenuhan 

kewajiban perpajakannya diwujudkan 

dengan kenaikan pembayaran pajak, 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

pembayaran pajak secara sukarela 

(Juliartini, et al., 2021). Reformasi 

perpajakan dapat memberikan dampak 

pada Wajib Pajak misalnya dalam hal 

kemudahan pelayanan pengurusan pajak, 

kemudahan di bidang administrasi dan 

fasilitas insentif (Saga & Wizanasari, 

2021). Pelaksanaan reformasi perpajakan 

terutama di bidang pelayanan mampu 

memberikan kontribusi positif untuk 

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 

Hasil temuan penelitian dari proses 

wawancara dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Implementasi pelaksanaan reformasi 

pelayanan perpajakan di KPP Madya 

Denpasar yang terus ditingkatkan 

seperti penyederhanaan pelaporan 

SPT, kemudahan pelaporan melalui 

basis online, Fasilitas yang nyaman 

maka berjalan positif dan sebanding 

sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

dapat meningkatkan kepatuhan 

seukarela Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya 

di KPP Madya Denpasar. 

2. Implementasi reformasi pelayanan 

perpajakan utamanya di bidang 

pelaporan SPT secara elektronik 

sangat membantu dan memberi 

kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 

melaporkan SPT. Sehingga angka 

kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya 

Denpasar dalam menyampaikan SPT 

Tahunan selalu memenuhi target tiap 

tahunnya.  

3. Dengan adanya reformasi pelayanan 

perpajakan, Wajib Pajak tidak perlu 

harus datang ke kantor pajak, 

mengingat lokasi Wajib Pajak KPP 

Madya Denpasar yang berada di 

seluruh Bali. Hal ini memudahkan 

Wajib Pajak untuk melakukan 

pelaporan SPT baik SPT Masa maupun 

Tahunan, maupun permohonan-

permohonan lain, karena sudah banyak 

permohonan yang dapat dilakukan 

secara mandiri (online). Sehingga 

tidak ada alasan lagi bagi Wajib Pajak 

untuk tidak patuh. 

Terdapat beberapa kebijakan terbaru 

khususnya di bidang pelayanan pajak. 

Ketentuan tersebut diantaranya adalah 

Penyederhanaan kewajiban menyampaikan 

SPT yang diatur dalam PMK-

09/PMK.03/2018 (Apriani et al, 2019). 

Implementasi reformasi pelayanan 
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perpajakan utamanya di bidang pelaporan 

SPT secara elektronik sangat membantu 

dan memberi kemudahan bagi Wajib Pajak 

dalam melaporkan SPT. Sehingga angka 

kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya 

Denpasar dalam menyampaikan SPT 

Tahunan selalu memenuhi target setiap 

tahunnya (Febriani et al, 2019). Selain itu, 

dengan adanya reformasi pelayanan 

perpajakan, Wajib Pajak tidak perlu harus 

datang ke kantor pajak, mengingat lokasi 

Wajib Pajak KPP Madya Denpasar yang 

berada di seluruh Bali. Hal ini memudahkan 

Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan 

SPT baik SPT Masa maupun Tahunan, 

maupun permohonan-permohonan lain, 

karena sudah banyak permohonan yang 

dapat dilakukan secara mandiri (online). 

Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Wajib 

Pajak untuk tidak patuh (Nurhasanah, 

2020). Dalam implementasi pelaksanaan 

reformasi perpajakan di KPP Madya 

Denpasar tentu terdapat faktor yang 

menjadi penghambat atau kendala dalam 

pelaksanaannya. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa masih terdapat beberapa 

faktor yang menjadi kendala. Hasil temuan 

penelitian dari proses wawancara dapat 

dirangkum sebagai berikut: 

1. Kendala dari sistem Teknologi 

Informasi (IT) dikarenakan 

implementasi dalam pelaksanaan 

reformasi perpajakan di KPP Madya 

Denpasar ini banyak menggunakan 

sistem online berbasis internet. 

2. Kendala internal dari KPP Madya 

Denpasar yaitu peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia 

pegawai dalam implementasi 

pelaksanaan reformasi perpajakan ini. 

3. Kendala eksternal dari Wajib Pajak 

yaitu peningkatan keterbatasan 

pengetahuan dan pemahaman tentang 

implementasi pelaksanaan reformasi 

perpajakan dari Wajib Pajak seperti 

aplikasi dan proses bisnis pelayanan 

perpajakan yang baru. 

Dalam implementasi pelaksanaan 

reformasi perpajakan di KPP Madya 

Denpasar tentu terdapat faktor yang 

menjadi penghambat atau kendala dalam 

pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala 

tersebut, KPP Madya Denpasar pasti 

mempunyai strategi untuk mengatasinya. 

Dari hasil penelitian mengenai strategi 

dalam upaya mengatasi kendala 

implementasi reformasi perpajakan di KPP 

Madya Denpasar, dapat diketahui bahwa 

terdapat beberapa strategi yang dijalankan. 

Hasil temuan penelitian dari proses 

wawancara dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Perbaikan dan upgrade secara terus 

menerus terhadap sistem Teknologi 

Informasi (IT) dengan cara 

meningkatkan beberapa layanan guna 

mempermudah dan meningkatkan 

kinerja reformasi perpajakan, antara 

lain e-antrian, roomchat, e-storage. 

KPP Madya Denpasar selalu berusaha 

berinovasi demi memudahkan layanan 

kepada Wajib Pajak.  

2. Peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia pegawai KPP Madya 

Denpasar dalam implementasi 

pelaksanaan reformasi perpajakan (in 

house training, diklat, rapat pembinaan 

dan e learning). 

Peningkatan pengetahuan dan 

pemahaman kepada Wajib pajak tentang 

implementasi pelaksanaan reformasi 

perpajakan seperti aplikasi dan proses 

bisnis pelayanan perpajakan yang baru. 

Strategi ini dilakukandengan cara edukasi 

secara personal melalui Account 

Representative terhadap Wajib Pajak, 
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sosialisasi, penyuluhan, penjelasan di help 

desk, pengiriman surat, email blast dan sms 

blast. untuk media luar ruang digunakan 

juga banner, pamflet, spanduk, serta iklan 

di media online dan cetak lainnya. Selain 

itu juga disediakan livechat dengan aplikasi 

WhatsApp untuk Wajib Pajak yang ingin 

bertanya mengenai berbagai jenis ketentuan 

dan layanan perpajakan. 

SIMPULAN  

Implementasi reformasi perpajakan di 

KPP Madya Denpasar terutama di bidang 

pelayanan mampu memberikan kontribusi 

positif untuk meningkatkan penerimaan 

pajak di KPP Madya Denpasar, dimana data 

akan semakin cepat tersedia dan valid 

karena tidak lagi melewati proses 

perekaman dan sesuai dengan yang diisi 

oleh Wajib Pajak. Pengelolaan data yang 

semakin baik, tentu saja akan memudahkan 

DJP melakukan pengawasan terhadap 

Wajib Pajak, sehingga apabila ada 

kekeliruan dan kekurangan pembayaran 

pajak, DJP dapat lebih cepat mengetahui 

dan meminta klarifikasi kepada wajib 

pajak, sehingga penerimaan pajak juga 

dapat semakin optimal. Hal tersebut 

mampu emberikan kepercayaan dan 

kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga 

akan berpengaruh dengan penerimaan 

pajak yang meningkat. 

Implementasi pelaksanaan tersebut 

juga mampu memberikan kontribusi positif 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak utamanya di KPP Madya Denpasar 

seperti penyederhanaan pelaporan SPT, 

kemudahan pelaporan melalui basis online, 

fasilitas yang nyaman maka berjalan positif 

dan sebanding sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu dapat meningkatkan 

kepatuhan sukarela Wajib Pajak namun 

beberapa faktor yang menjadi kendala 

adalah sistem berbasis internet, sehingga 

dibutuhkan perbaikan dan upgrade secara 

terus menerus terhadap sistem Teknologi 

Informasi (IT) dengan cara meningkatkan 

beberapa layanan dan inovasi guna 

mempermudah dan meningkatkan kinerja 

reformasi perpajakan.  
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